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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Harta gono-gini dalam islam gono-gini disebut dengan As Syirkah ( Kerja 

sama ). Hal ini menunjukan bukan atas kerja sama antara suami dan isteri saja, 

tetapi adakalanya lelaki yang memiki harta dan adakalanya perempuan yang 

memiliki harta. Hal ini karena memang perempuan tidak diiperkenankan untuk 

bekerja, sehingga jarang sekali ditemukan harta milik bersama. Mengapa 

demikian, karena begitu mulianya menjadi perempuan, waktu kecil disayang 

bunda, ketika sudah dewasa diberikan cindera mata, dan ketika sudah menjadi ibu, 

ada surga dibawah telapak kakinya. Tetapi seiring dengan berkembangnya jaman 

dan silih waktu berganti, kebutuhan kehidupan menjadi meningkat, sehingga 

kedua suami dan istri berupaya untuk saling melengkapi. lalu bagaiamanakah 

hukumnya seorang wanita bekerja ? dalam hal ini hukum Islam tetap menjawab, 

apa yang melatar belakangi hukum Islam tetap menjawab adalah karena islam 

ya’luu walaa yu’laa alaih. setelah kita menemukan hukum Islam menjawab 

seorang istri yang berkarir, maka islam akan menjawab hukum harta milik 

bersama tersebut. Sedangkan dalam penyelesaian harta gono gini di pengadilan 

agama pun secara tidak langsung bersubtansi kepada hukum Islam. Dalam hukum 

Islam istilah penggalian hukum disebut dengan istinbaatul hukmi, maka penulis 

akan memaparkan beberapa data argumentasi-argumentasi yang bersumber dari 

hadist Al Qur’an dan Hadist dalil hukum yang lain.  
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 Menurut Sri Hariati dan Musakkir sallat, Perkawinan adalah suatu 

perbuatan yang dilkukan pada setiap manusia yang hidup di dunia ini. Karena hal 

itu merupakan kebutuhan biologis yang dimiliki oleh manusia.  

Pada Jounal Sri Hariati dan Musakkir sallat ini, mengemukakan harta 

milik bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh selama 

perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapatkan 

atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masih dalam ikatan perkawinan.   

Beranjak dari sebuah penelitian jurnal yang dikemukakan oleh Poppy 

Agustina Panduwinata mengenai kasus gono gini dengan permasalahan sebagai 

berikut :  

 

1) Bahwa ( Judex Facti ) Pengadilan Tinggi Semarang di dalam putusan ( a 

quo ) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, adalah tidak 

didasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum dan melampaui batas 

wewenangnya, sehingga Majelis Hakim Tinggi lalai memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana 

dalam hal ini putusan (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Semarang ternyata 

tidak cukup mempertimbangkan alasan alasan dan fakta hukum 

(onvoeldoendo gemotiveerd), sehingga putusan (Judex Facti) (a quo) tidak 

lengkap oleh karenanya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638/SIP/1969 harus dibatalkan; 
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2) Bahwa ( Judex Facti ) di dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta 

mengambil putusan dari perkara ( a quo ) tidak berdasar hukum dalam 

penerapan hukumnya dan bertentangan dengan hukum atau melampaui 

batas wewenangnya dan rasa keadilan serta melanggar hukum yang 

berlaku, karena telah mengesampingkan kepentingan konstitusi, 

sebagaimana diisyaratkan dan ataupun yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas kekeliruan dan ataupun 

atas kekhilafan dari putusan tersebut Pemohon Kasasi memohon kepada 

Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan 

putusan tersebut; Bahwa di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah lagi 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan sebagai 

berikut : “Mahkamah Agung RI dalam tingkat  

 

3)  Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari 

semua lingkungan peradilan karena : 

a.  Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya; 

b.  Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 

c.  Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- 

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 

bersangkutan”; 

4) Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tanpa memberikan 

pertimbangan yang cukup dan tidak pula memberikan alasan-alasan mengapa 
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putusan Pengadilan Negeri Surakarta dipandang sudah tepat dan benar semua 

serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam 

peradilan tingkat banding, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 Oktober 2011 

Nomor 198/Pdt.G/2010/PN.Ska, haruslah dikuatkan (vide pertimbangan hukum 

Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 5 dan 6); 

5)  Bahwa padahal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta, adalah 

tidak tepat dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 

yang bersangkutan; 

6) Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang juga lalai mempertimbangkan 

memori banding yang diajukan oleh Pembanding/kini Pemohon Kasasi, padahal 

memori banding ( a quo ) memuat hal-hal baru yang dapat menyingkapkan 

kejanggalan–kejanggalan serta ketidak wajaran putusan dan pertimbangan putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta, akan tetapi anehnya oleh Pengadilan Tinggi 

Semarang hal tersebut diabaikan, terbukti Pengadilan Tinggi Semarang telah 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta; 

7)  Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan 

oleh Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengabulkan gugatan Penggugat 

sebagian dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta 

bersama tersebut yang masing-masing berhak separohnya atas harta bersama 

tersebut, sedangkan ½ (setengah) bagian adalah harta asal dari Yenny Tjiamudjaja 

in casu Penggugat, maka harta bersama dijual lelang yang hasilnya dibagi dua 
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antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya, dimana Penggugat 

mendapat bagian ¾ (tiga perempat) dan Tergugat ¼ (seperempat) dari penjualan 

lelang tanah-tanah tersebut, adalah tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan 

oleh Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi, sehingga putusan Pengadilan 

Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan oleh putusan 

Mahkamah Agung R.I;  

8)  Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan 

oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengabulkan gugatan Penggugat 

sebagian sebagaimana yang dikemukakan dalam halaman 16 adalah tidak tepat 

dan menyalahi hukum, karena harta yang diperoleh selama dalam Perkawinan 

tersebut bukan hasil jerih payah Penggugat dengan Tergugat, melainkan adalah 

pemberian orang tua dan merupakan harta bawaan (vide bukti terlampir), sehingga 

tidak dapat dibagi dua melainkan harus dikembalikan sepenuhnya kepada 

Tergugat kini Pemohon Kasasi, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Semarang hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan justru malah 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta; 

9)  Bahwa ( Judex Facti ) dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak 

mencerminkan rasa keadilan dan terkesan asal-asalan serta tidak melihat fakta 

yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, padahal sudah jelas dan 

gamblang bahwa Pemohon Kasasi telah nyata-nyata yang membeli : 
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a.  ½ (setengah) bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1042 yang terletak di 

Nusukan Lor, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, seluas kurang lebih 132 m² (½ 

(setengah) bagian adalah harta asal dari Yenny Tjiamudjaja, in casu Penggugat, 

dan ½ (setengah) bagian adalah pembelian dari orang tua Tergugat yang diatas 

namakan Tergugat, gambar situasi tanggal 11 Juli 1990, tertulis nama pemegang 

haknya ; 1. Yenny Tjiamudjaja 2. Budi Santosa in casu Tergugat); 

b.  ½ (setengah) bagian dari dari Sertifikat Hak Milik Nomor 739 yang terletak di 

Nusukan Lor, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, seluas kurang lebih 147 m² (½ 

(setengah) bagian adalah harta asal dari Yenny Tjiamudjaja, in casu Penggugat 

dan ½ (setengah) bagian adalah pembelian orang tua Tergugat yang diatas 

namakan Tergugat, sehingga di dalam sertifikat tersebut tertulis nama 

pemegang haknya adalah ; 1. Yenny Tjiamudjaja 2. Budi Santosa in casu 

Tergugat); 

c.  Mobil Merek Isuzu Panther Nomor Polisi AD 8560 EF Warna biru bukan atas 

nama Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi sebagaimana yang didalilkan 

oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan atas nama PT. Delta Merlin SDNG 

TEX, dan Pemohon Kasasi tidak merasa membeli, jika benar qoud non mobil 

tersebut dibeli oleh Pemohon Kasasi tentunya sudah dibalik nama atas nama 

Pemohon Kasasi, sehingga disini membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah 

mengecoh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh 

Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan 

oleh Majelis Hakim Agung RI melainkan harus dibatalkan, dengan mengadili 
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sendiri yang amarnya menolak gugatan Penggugat/Terbanding kini Termohon 

Kasasi seluruhnya; 

10)  Bahwa ( Judex Facti ) telah keliru dalam menilai alat bukti dan salah 

menerapkan hukum karena barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan tidak 

ada satu pun yang dibeli dari uang Tergugat/Pemohon Kasasi melainkan diperoleh 

dari pemberian orang tua atau dengan kata lain yang melakukan pembayaran 

terhadap dua bidang tanah tersebut adalah orang tua Penggugat, bukan hasil jerih 

payah Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukan merupakan harta bersama 

(gono gini) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga secara yuridis 

tidak dapat dibagi dua, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang 

dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak dapat dipertahankan 

melainkan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI; 

11) Bahwa kejangalan-kejanggalan tersebut di atas oleh ( Judex Facti ) sama 

sekali tidak dipertimbangkan dengan seksama, justru malah menolak keberatan-

keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi, 

padahal Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan 

dalildalilnya dengan mengajukan bukti surat, akan tetapi hal tersebut tidak 

dipertimbangkan malahan diabaikan; 

12)  Bahwa dari uraian tersebut telah nampak jelas bahwa  (Judex Facti ) telah 

salah menerapkan hukum dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 

batalnya putusan yang bersangkutan; 
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13) Bahwa kelemahan-kelemahan dan kekeliruan seperti itu tidak perlu terjadi 

seandainya Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mengadili perkara ( a 

quo ) secara keseluruhan dalam arti baik yuridis formal maupun materiilnya; 

14)  Bahwa dengan demikian terbukti bahwa (Judex Facti) telah salah 

menerapkan 

hukum, sehingga oleh karenanya putusan (a quo) tidak dapat dipertahankan dan 

harus dibatalkan; 

Maka melalui permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang menarik bagi 

peneliti untuk dikaji, karena setelah ditinjau dari aspek permasalahan yang ada 

adalah ketidak adilan dalam sebuah putusan dan bersenjangan dengan nilai-nilai 

yurudis. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitan merupakan suatu resolusi yang dapat memfokuskan 

seseorang dalam menulis sebuah penelitan. Namun setiap penelitian mempunyai 

sifat yang di tinjau dari segi Macam macam bentuk Penelitan, Penelitian ini 

bersifat Deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Maka agar pembahasan tidak keluar 

dari tema Judul yang diangkat, Penulis akan  memfokuskan penelitian setelah data 

telah diketahui. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan masalah dalam analisis ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Analisis gono gini menurut hukum islam dan hukum 

positif ? 
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2. Bagaimana cara pembagian harta gono gini menurut hukum islam 

hukum dan positif ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana analisis Gono Gini menurut  hukum 

hukum Islam dan Hukum positif? 

2. Untuk dapat mengetahui Bagaimana cara pembagian Gono gono secara 

hukum Islam dan Hukum Positif ? 

E. Manfaat Penelitian  

1. Indikasi yang ada dalam penelitian ini memberikan pemahaman kepada 

pembaca, untuk dapat menganalisa lebih jauh akan hukum talaq yang tidak 

dilakukan di depan pengadilan, karena analisis ini bukan hanya di tinjau 

dari segi tekstual tetapi secara kontekstual pun membahas dengan totalitas,  

2. penelitian ini memberikaan pemahaman kepada pembaca untuk mengenal 

lebih jauh fungsi pengadilan agama, yang kebanyakan masyarakat  merasa 

segan untuk memasuki area meja hijau demi mencari perdamaian, melihat 

konteks saat ini, segala sesuatu harus dilakukan secara tertulis dan harus 

mempunyai payung hukum, perdamaian tidak selamanya adil, maka untuk 

mencari keadilan tersebut tidak bisa dilakukan dengan keputusan sepihak 

atau sekalipun melalui musyawarah, karena perdamaian itu hanya 

berdampak pada saat musyawarah, tetapi hasilnya ilusioner, Sementara 

pengadilan agama bukan hanya tempat untuk mencari keadilan tetapi 

memutuskan suatu hukum yang bersifat Eksekutoir. 



10 
 

3. Pembaca akan lebih mudah menganalisa persoalan ini, karena setelah 

diperhatikan, begitu banyak Buku dan kitab, serta analisa peneliti-peneliti 

terdahulu yang relevan, sebagai referensi yang harus di cari, sementara 

dalam Skripsi ini terkempul jadi satu. 

4. Pembaca akan lebih mengenal Muqorronah,( Perbandingan )dengan 

mengenal Muqorronah, kita akan lebih bijak dalam menghadapi persoalan 

apapun.  
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F. Penelitian Terdahulu yang relevan 

No Penulis, 

lembaga/isntansi 

Tahun, Judul.  

Penjelasan Persamaan Perbedaan 

1 Siti Lomrah, 

Institut Agama 

Islam Negeri, 

2007“ Tinjauan 

Yuridis harta 

kekayaan dalam 

perkawinan  

(study 

komperatif 

hukum islam 

dan hukum 

possitif ) 

menjelaskan 

mengenai 

makna harta 

dalam 

perkawinan.  

 

Peneliti Sodari 

Siti Lomrah, 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan analisa 

perbandingan 

dua hukum, 

dan 

penelitianya 

sama-sama 

menjelaskan 

tentang Harta 

Pada fokus 

penelitian 

Peneliti 

Sodari Siti 

Lomrah, dan 

penulis Rafi 

satria, penulis 

lebih 

mengungkap 

pada harta 

milik 

bersama. 

2 Rosidah 

Sofiati,Institut 

Agama Islam 

Negeri, 2010“ 

Kewajiban 

nafkah iddah 

suami kepada 

Menjelaskan 

tentang 

kewajiban 

memberi  

nafkah setelah 

di cerai, hal 

ini menjadi 

Ditinjau dari 

konswekuensi 

hukum setelah 

jatuhnya 

perceraian 

maka adanya 

kewajiban 

Penulis 

membahas 

mengenai 

kewajiban 

Nafkah 

setelah 

jatuhnya 
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istri yang telah 

dicerai 

salah satu 

argument jika 

harta milik 

bersama tidak 

berlaku.  

yang perlu 

dipenuhi. 

Artinya jika 

ada suatu 

kewajiban 

tersebut 

mengapa 

harus 

mendahulukan 

yang tidak 

wajib.  

talak, 

sementara 

peneliti 

menjelaskan 

konswekuensi 

hukum 

setelah 

jatuhnya talak 

dan atau 

perceraian 

tatkala salah 

satu keduanya 

meminta 

harta gono 

gini.    
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3 Sri Hariati & 

Musakhir Salat 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Mataram, 2013 

“ Ketidak adilan 

pembagian harta 

gono gini pada 

kasus perceraian  

Menjelaskan 

tentang 

ketidak 

Yurisprudensi 

Hakim yang 

tidak adilan 

karena 

mementingkan 

konstitusi 

Penulis, dalam 

journal ini 

melakukan 

pendekatan 

secara 

kualitatif dan 

tehnik 

pengumpulan 

datanya tetap 

menggunakan 

study pustaka, 

dalam 

pembahasan 

gono gini ini 

menjawab 

persoalan 

persoalan 

sengketa harta 

milk bersama 

Perbedaanya 

adalah 

peneliti, 

memfokuskan 

pada anilsisi 

pandangan 

dua hukum 

yang 

meresolusi 

konswekuensi 

hukum yang 

berbed, 

artinya bukan 

hanya di 

tinjau dari 

segi hukm 

positif saja, 

melainkan 

meninjau 

pada hukum 

islam.  

4 Poppy Agustina 

Panduwinata, 

Tinjauan 

Yuridis 

Menjelaskan 

mengenai 

Penulis 

melakukan 

Analisis 

penulis 
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pembagian harta 

gono gini. 2012 

 

alasan 

perceraian dan 

analisis 

pembagian 

harta gono 

gini yang 

putusan tidak 

adli dan 

dianggap 

mementingkan 

nilai-nilai 

konstitusi 

pendekatan 

deskriptif 

dengan 

melakukan 

data dari 

peradilan. 

melakukan 

study kasus. 

 

G. Kerangka Pemikiran  

Pada awalnya manusia di ciptakan untuk saling mengenal, kemudian Allah 

memberikan Fitrah kepada manusia berupa Cinta, sehingga manusia dapat 

merasakan Cinta suci. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan 

berjalanya waktu rumah tangga mengalami masalah, baik masalah dalam 

ekonomi, Sosial, Psikologis, Fisiologis dll. Sehingga menimbulkan sebuah 

perceraian. Tetapi ada halnya yang perlu diperhatikan saat seorang melakukan 

perceraian. Yang pertama ,: menegurnya, yang Kedua ,: Pisahkan dari tempat 

tidurnya. Yang ketiga ,: Pukulah dengan pukulan ringan, yang tujuanya sekedar 

memberikan teguran. 
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Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam  Firman Allah : 

                        

                        

                        

                       

 
 

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena 

Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka.’’ 

( Qs.An Nisa : 34 ) 

 

 Pada ayat diatas menjelaskan, diantara hukum-hukum yang 

menjadi kekhususan bagi laki-laki adalah, bahwa merekalah penanggung 

jawab rumah tangga, dengan memberikan perlindungan dan perhatian, 

menjaga keutamaanya, mencegah kehinaan-kehinaanya dan melindungi 

rumah tanggga dari segala ancaman bahaya. Dan mereka juga sebagai 

penanggung jawab, dengan menghidupi dan memberi nafkah bagi 

keluarganya beserta semua yang berada didalam rumahnya. 

Menurut Ibnu katsir dalam kitab Muhtashor Ibnu Katsir 

berpendapat mengenai ayat :  

مُىنَ عَهىَ  جَالُ قىَ َّٰ ٱنىِّسَاءِٓ ٱنرِّ  

Yaitu Sebagai berikut :  
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جُمُ قيَِّمٌ عَهىَ انمَرْأةَِ , ايَْ وَهىَُ رَئيِْسُهاَ وَكِبيِْرُهاَ  ايْ انر 

 وَانحَاكِمُ عَهيَْهاَ اذَِا أعَْىَجَجْ 

“ Seorang lelaki berkuasa terhadap seorang wanita maksudnya 

adalah seorang suami itu pemimpin, tertua, Hakim bagi seorang isteri, 

dan Suami pun menjadi pendidik adabnya seorang isteri, apabila isteri 

melakukan hal-hal yang menyeleweng
1
  ’’ 

 Sedangkan Makna  

نهِِم   ……وَبمَِآ أوَفقَىُاْ مِه أمَىََّٰ

Ibnu katsir menjelaskan dalam tafsirnya yaitu sebagai berikut : 

اي مِهَ انمُهىُْرِ وَانى فقَاَثِ وَانكَهْفِ ان تًِ اوَْجَبهَاَ اللهُ عَهيَْهِمْ 

جُمُ افَْضَمُ  نهَهُ  فًِ كِتاَبِهِ وَسُى تِ وبَيِِّهِ صهى الله عهيه وسهم  فاَنر 

 مِهَ انمَرْأةَِ فًِ وفَْسِهِ وَنهَُ انفضَْمُ عَهيَْهاَ  .......

“ Yaitu dari banyaknya mahar, nafkah dan beban yang Allah 

wajibkan kepada para suami untuk diberikanya kepada istri-istri baik 

yang dijelaskan dalam Kitab Allah dan sunah Nabi Muhamad Saw, maka 

sebab itu seorang lelaki lebih utama dari pada seorang isteri dalam diri 

seorang lelaki, dan bagi seorang lelaki pun harus menjaga keutamaan 

Seorang wanita ’’ 

                                                             
1 Ibnu Katsir. Muhtashor Ibnu Katsir. ( Libanon: Daarul Ma’rifah, Bayrut, 1999), hlm. 196 
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Namun beranjak dari pada perceraian, ada suatu permasalahan baru 

yang dilatarbelakangi dengan harta milik bersama saat ia menggarap 

hartanya bersama, menurut UU No 1 tahun 1974 dan KHI, harta milik 

bersama ditinjau setelah ia berkeluarga dan tercatat resmi di Kantor urusan 

agama ( KUA ) hal ini di atur dalam hukum positif UU No 1 tahun 1974 

pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam namun lain hal nya berbicara 

mengenai hukum islam yang ditinjau dari pendekatan Fiqh dan Ilmu fiqh 

terkadang terdapat perbedaan sehingga esensi Kompilasi hukum islam ini 

diragukan atas referensi yang diambil, Lalu apakah yang melatar belakangi 

Kompilasi Hukum islam mengaturnya, sementara secara Hukum islam 

sendiri tidak menyepakati adanya Harta Gono gini sepenuhnya. 

Pada dasarnya Harta gono gini tidak pernah ada dalam sejarah islam 

sebelumnya. Boleh jadi kasus gono gini adalah khas indonesia. K.H 

Abdurrohman Wahid, Gusdur, menulis bahwa kasus ini memperoleh 

keabsahanya dari seorang ulama indonesia terkemuka dari Banjarmasin, 

yaitu syeikh Muhamad Arsyad al Banjari ( w. 1812 ), penulis kitab Sabiilal 

Muhtadin”. Di Banjar pembagian waris seperti ini telah berjalan lama dan 

disebut “ adat perpantangan “. Dalam masyarakat Aceh tradisi ini juga 

telah berlangsung lama yang disebut harta “ seuharkat “. Menurut Gus Dur 

selanjutnya, adat perpantangan ini nyata sekali merupaan sebuah hasil 

pemikiran kontekstual yang memperhitungkan masyarakat Banjar yang 

harus hidup dari kerja di atas sungai,  baik berdagang maupun mengail 

atau menjala ikan. Pekerjaan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang 
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suami saja, tetapi harus dilakukan oleh suami isteri secara  bersama-sama 

dengan jalan membagi peran atas pekerjaan itu. ( Majalah Pesantren, 

2/Vol.1985 ). Penetapan hukum berdasarkan alasan adat istiadat 

masyarakat mendapatkan landasan teori fiqh yang cukup banyak. Antara 

lain kaidah fiqh : 

 انعَادَةُ مُحَك مَتٌ 
” Adat/ tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara “   

 

Kaedah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al syar’iah.
2
 

Untuk menjawab ini, kita perlu melakukan hipotesa, dengan 

mengumpulkan berbagai data berupa referensi dari pengkajian secara 

devinitif, Historis, Empiris, perbandingan dari berbagai sumber atau dapat 

disebut dengan kajian tematik. Kajian secara devinitif adalah suatu kajian 

yang membahas seputar pengertian, pengertian yang meliputi dari sejarah 

penamaan gono-gini, perbandingan devinisi menurut para ahli, penjelasan 

dari pada perbandingan devinisi menurut para ahli. Dan pengkajian secara 

Historis adalah suatu penjelasan yang mengungkap seluruh sejarah dalam 

gono-gini. Dan yang terakhir adalah pengkajian secara empiris, hal ini 

juga karena sehubungan dengan pendekatan metode deskriptif yang 

penulis teliti. Pengkajian secara empiris merupakan suatu penelitian yang 

meneliti peristiwa terjadi. Berbicara mengenai peristiwa bukan hanya 

ditinjau dari kasus yang diketahui oleh mata kepala kita sendiri akan tetapi 

                                                             
2 . Muhamad Husein, :Mubadallah News Portal Islam Relasi yang membahagiakan “Gono gini 
dalam Hukum Islam” diakses dari https://mubadalahnews.com/2017/08/hukum-adat-dalam-
gono-gini/ 9 agustus 2017 
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sebuah peristiwa dapat ditinjau dari berbagai aspek baik dari buku, saksi 

hidup dan data-data lainya. 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitan merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan 

data. Serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan 

teknis penelitian. Metode penelitian banyak mengulas mengenai cara dalam 

pelaksanaan penelitian. Berbeda dengan prosedur penelitan yang lebih 

menekankan mengenai alat-alat yang dipakai dalam mengukur dan 

mengumpulkan data hasil penelitan. Oleh sebab itu, metode penelitan 

mencangkup kedua hal yaitu, prosedur dan teknik penelitian. 

Kesimpulanya adalah bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara atau proses 

tertentu. 

Metodologi penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk 

memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. 

Suatu metodologi adalah analisis teoritis tentang suatu metode. Sedangkan 

penelitian merupakan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan. 

Penelitian juga merupakan usaha yang sistematis dan terstruktur dalam 

menyelidiki suatu permasalahan yangmembutuhkan jawaban yang ilmiah. Hakikat 

penelitan bisa dipahami dengan cara mempelajari segala aspek mengenai motif 

untuk melakukan penelitian. Tentunya dalam melakukan memiliki motif yang 
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berbeda dan ini berkaitan dengan tujuan dan profesi masing masing peneliti 

namun pada dasarnya, tujuan dari penelitian itu sama.  

Ditinjau dari segi Macam-macam metode penelitian penulis menggunakan 

metode  

1. Historis 

Metode Historis memiliki kegunaan untuk merekonstruksi masa lampau 

secara sistematis dan obyektif. Melalui cara pengumpulan data, menilai, 

Verifikasi dan mensintesiskan bukti lapangan. Hal tersebut dilakukan agar 

mendapatkan kesimpulan yang kuat dalam hubungan antar hipotesis. 

Dalam penggunaan metode Historis, dilakukan peneliti ilmuwan sosial 

yang telah mengajukan beberapa pertanyaan terbuka terhadap suatu 

kejadian masa lampau. Selanjutnya memberikan beberapa jawaban dengan 

beberapa data dan kata yang telah disusun dalam format paradigma 

penjelasan.  

Sehingga penelitan yang memakai metode historis adalah sebuah 

penelitian yang sangat kritis terhadap keadaan dan perkembangan sosial. 

Selain itu juga pengalaman masa lampau dan menimbang dengan teliti, 

hati-hati pada setiap-sumber sejarah, ditambah dalam 

menginterpretasikanya.   

2. Metode deskriptif 

Metode deskripsi memiliki tujuan untuk mengumpulkan data secara rinci 

dan aktual. Didalam penelitian ini menjelaskan gejala-gejala yang telah 

ada seperti mengenali masalah dan memeriksa kondisi serta praktek yang 
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masing berlaku. Penelitian ini juga membuat komparasi atau perbandingan 

mengenai yang dilakukan dalam menentukan solusi menghadapi masalah. 

Kemudian mempelajari pengalaman mereka dalam menentukan rencana ke 

depan. 

Sehingga dalam menggunakan metode penelitan deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis suatu fakta tertentu secara aktual dan 

teliti. Selain itu metode ini juga tidak sekedar menjabarkan analisa namun 

juga memadukan dari klasifikasi dan organisasi. 

Bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam 

mencari dan menemukan suatu teori. Sehingga dalam prakteknya, metode 

ini lebih menekankan pada observasi lapangan dengan kondisi alamiah. 

3. Metode korelasional 

Metode korelasi, merupakan metode dengan cara menjelaskan hubungan 

dari satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam proses menemukan 

hubungan itu disebut korelasi. Sehinggga metode ini merupakan mencari 

hubungan antara variabel yang sedang di teliti.  

Tujuan dari metode korelasi adalah untuk mendapatkan data sejauh mana 

variable tertentu mempengaruuhi atau memiliki hubungan dengan variabel 

yang lain. Bila ada dua variabel disebut dengan korelasi sederhana dan 

apabila lebih dari dua maka disebut korelasi berganda. Sedangkan dalam 

penentuan hubungan atau korelasi dua variable menggunakan kuefisien 

korelasi atau determinasi. 

4. Metode eksperimental 
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Metode eksperimental merupakan salah satu jenis metode penelitian yang 

memungkinkan peneliti untuk menghubungkan variable serta meneliti 

akibat yang terjadi. Pada prakteknya beberapa variable akan dikontrol, 

sehingga variable yang tidak termasuk didalamnya dapat dihilangkan.  

Tujuan dari metode metode metode eksperimental adalah untuk mencari 

serta dan mendapatkan korelasi sebab-sebab akibat dengan memanipulasi 

beberapa variable. Hal ini dilakukan pada kelompok metode eksperimental 

selanjutnya membandingkan hasil yang didapatkan dengan kelompok yang 

tidak dimanipulasi variablenya. 

Yang dimaksud manipulasi merupakan mengubah secara sistematis sifat-

sifat dan nilai variable bebas. Sedangkan kontrol ialah kunci dari metode 

ini, karena tanpa adanya kontrol akan menghasilan data yang kurang 

akurat. 
3
 

Sementara pendekatan dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan 

Kualitatif. 

Adapun langkah-langkah dalam tehnik pengumpulan data, Penulis juga 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut, : 

1. Teknik Pengumpulan data 

a. Library Research  

Yaitu dengan cara mengumnppulkan buku-buku yang ada 

hubunganya dengan pembahasan Penelitian skripsi ini. 

                                                             
3Ibnudin, Metode penelitian, Penegertian,Tujuan, macam, dan metodologi penelitian. 
diakses dari https://ibnudin.net/metode-penelitian-metodologi-penelitian/ 
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b. Mengintividasi melalui Ayat-ayat Al Qur’an dan Hadis yang 

mempunyai korelasi dengan penelitian skripsi ini. 

2. Pengolahan Data  

Pengolahan data ini menggunakan menggunakan metode Induktif, 

yaitu penarikan kesimpulan dari yang khusus menuju ke umum.Fakta-

fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum. 

3. Teknik Penulisan 

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada: 

a. Buku Pedoman Karya Ilmia IAIN “ SMH” Banten, Tahun 2008 

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman kepada Al-Qur’an dan 

terjemahanya yang telah diterbitkan oleh Kementrian Agama 

Republik Indonesia 

c. Dalam penulisan teks Hadist penulis menggunakan kutip dari kitab 

aslinya 

d. Dalam penulisan pendapat Muqoorronah, penulis menggunakan 

kitab para ahli. 

Pendekatan penelitan kualitiatif menekankan pada penjelasan deskriptif 

terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pembangunan naratif atau 

deskriptif tekstual atau fenomena yang diteliti. 

I. Sistemika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan 

meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub. 

Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 
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Bab pertama  : Pendahuluan yang  meliputi : Latar belakang masalah, 

Fokus Penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan 

Bab Kedua  : Tinjauan umum tentang Gono Gini dan Permasalahanya 

yang meliputi definisi Gono Gini, Sejarah latar belakang terjadinya Gono Gini, 

dan macam-macam permasalahan. 

Bab Ketiga :  Tinjauan umum mengenai Gono-gini menurut Kompilasi 

Hukum Islam. Meliputi uraian Sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan 

berlakunya Kompilasi hukum Islam.   

Bab Keempat : Analisis terkait Hukum Gono-gini Menurut perspektif 

hukum positiv dan hukum islam. 

Bab Kelima  : Penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran   
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